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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Tesis ini membahas tentang Demokrasi Deliberatif dan partisipasi Masyarakat sipil dalam proses

pembentukan hukum di World Trade Organization (WTO). WTO didirikan untuk mengatur perdagangan

internasional sesuai dengan WTO Agreement. WTO mendorong arus perdagangan  antarnegara, dengan

mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang

dan jasa. Namun sejak kelahirannya WTO telah mendapatkan resistensi yang sangat besar dari berbagai

kalangan akar rumput. Hal tersebut dikarenakan hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO

telah menimbulkan norma-norma yang bersinggungan langsung dengan individu masyarakat. Keputusan-

keputusan yang lahir dalam sistem hukum WTO adalah keputusan yang nyata memiliki dampak secara

langsung.

 

Walaupun secara normatif WTO dianggap sebagai organisasi internasional yang lebih demokratis, namun

dalam tataran praksis banyak sekali praktek-praktek pengambilan keputusan yang lebih bersifat oligarkis.

Proses pengambilan keputusan di WTO melalui mekanisme konsensus sangatlah tidak transparan, selektif

dan rahasia. WTO telah mengalienasikan dirinya dan menjadi otonom dari kepentingan masyarakat sipil.

Padahal agar suatu pengambilan keputusan bersifat demokratis, maka proses pengambilan keputusan itu

harus melibatkan pihak-pihak yang terkena akibat dari keputusan-keputusan tersebut, baik itu secara

langsung maupun melalui perwakilannya masing-masing. Disamping itu, keputusan-keputusan tersebut juga

harus dicapai sebagai suatu hasil dari adanya pertukaran argumentasi yang rasional, terbuka dan transparan.

 

Penulis mencoba menawarkan teori demokrasi deliberatif yang digagas oleh Jurgen Habermas sebagai

jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan hukum di WTO. Demokrasi dapat

disebut deliberatif jika proses pemberian suatu alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji terlebih

dahulu lewat konsultasi publik atau lewat diskursus publik. Menurut Habermas, politik selalu dipengaruhi

oleh dua aspek. Aspek tersebut adalah faktisitas hukum dan validitas hukum. Faktisitas hukum menekankan

kepastian hukum demi rumusan yang ada pada pada hukum itu sendiri, sedangkan validitas hukum

menekankan bahwa hukum harus dapat dilegitimasikan secara moral. Maka dari itu, sesungguhnya teori

tersebut merupakan sebuah desakan bagi WTO untuk membuka ruang-ruang dan kanal-kanal komunikasi

politis di dalam masyarakat, agar keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pembentukan hukum di

WTO tidak teralienasikan dari masyarakat sipil dan menimbulkan kurangnya legitimasi.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

This theses elaborates the deliberative democracy and participation of civil society in the law-making
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process at the World Trade Organization (WTO). World Trade Organization (WTO) was established to

regulate international trade in accordance with the WTO Agreement. WTO encourages the flow of

international trading, by reducing and removing barriers that may interfere the accelerations of trade in

goods and services. But since the establishment of the WTO has gained enormous resistance from various

grassroots. That is because the law of international trade within the WTO framework has led to the norms

that interact directly with individual communities. The decisions that were taken in the WTO legal system is

the decisions that have a direct impact.

 

Although normatively WTO is considered as an international organization that is more democratic, but in a

many practical level, decision-making practices in WTO are more oligarchic. The decision making process

in the WTO through a consensus mechanism is not transparent, selective and confidential. WTO has

alienated himself and become autonomous from the interests of civil society. And to a democratic decision-

making, then the decision-making process must involve the affected parties as a result of these decisions,

either directly or through their respective representation. In addition, these decisions should also be achieved

as a result of an exchange of arguments were rational, open and transparent.

 

The author tries to offer a theory of deliberative democracy initiated by Jurgen Habermas as an answer to

the problems that occur in the WTO law-making process. Democracy can be called deliberative if the

process of giving a reason on a public policy candidate tested in advance through public consultation or

through public discourse. According to Habermas, politics is always influenced by two aspects. These

aspects are legal facticity and legal validity. Legal facticity emphasizes the rule of law toward the formulas

that exist in the law itself, while the legal validity emphasizes that law must be legitimized morally.

Therefore, the theory actually is an insistence for the WTO to open spaces and channels of political

communication in the community, so that the decisions taken in the law-making process in the WTO is not

alienated from civil society and causing a lack of legitimacy.</i>


